PR.OVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR %( TAHUN 2023
TENTANG

BAGi HASILE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

venimbang:

Mengingat :

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
' pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan
peningkatan kinerja realisasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada desa;

~ bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah
" berdasarkan alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi
. Daerah dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kébupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi
Daerah kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
~ Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan
. Retribusi Daerah Bagi Desa;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
j Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia 4339);
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:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
jPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

5495);

' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali ‘terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

| Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539} sebagaimana telah
diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah
- Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

2], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
j;tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

' Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: - PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA.

BAB1

KETENTUAN UMUM
| Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. |
l 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bombana.
‘ 3. Bupati adalah Bupati Bombana.
‘ 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah
| Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
| 5. Camat adalah perangkat Daerah yang mengepalai
wilayah kerja Kecamtan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki
. batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
| yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



10.

11.

12,

13.

~4 ~

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
Keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana
keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten
dalam Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% (sepuluh
persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dibagikan kepada seluruh desa
dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.

Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% (sepuluh
persen) dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima
oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dibagikan kepada seluruh
desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi
pencapaian tahun berjalan sebagai dasar

penetapan.
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BAB II
PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

: Pasal 2
(1) Bagi Hasil liDajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bersumber
dari Anggargn Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2) Alokasi Baéi'Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Desa paling ;Esedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan
hasil pajak diaerah dan retribusi daerah.

: Pasal 3
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk
‘setiap Desa, diafxlokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi fornflula.
Pasal 4
(1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dialokasikajn secara berkeadilan dan merata sebesar 60% (enam puluh
persen) berdf.asarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
(2) Alokasi formula sebagaimena dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
dialokasi siecara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen)
berdasarkain realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dari masing-masing Desa.

Pasal 5
1) Perhitunfgan. alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana
dimaksﬁd dalam Pasal 3 adalah,
a. asas (%lasar adalah besar bagian pajak daerah yang dibagi secara
merata:1 untuk setiap desa;.
b. asas iadil adalah besar bagian pajak daerah yang dibagi secara
propo%rsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing-
masin;g desa dengan rumus dan bobot potensi,

C. Alokasii merata per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

BHPAD =BHM kab
~desa-sekab



Keterangan:
BHPAD : Bagi Hasil Alokasi Dasar Pajak setiap Desa
BHM : Bagi Hasil Merata Kabupaten

Zdesa-sekab : Jumlah Desa Sekabupaten

d. Alokasi proporsional per Desa dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

BHPPx = BPPDxx AF

BHPP}X : Bagi Hasil Proporsional Pajak Desa X.
BPPDx : Bobot Potensi Pajak Daerah Desa X.

AF : Alokasi Formula.

BPPDx = RPDx: ZPPD

RPDx : Realisasi Pajak Daerah Desa X

ZIPPD; : Total Potensi Pajak Desa.

e. Alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

2)

BHPDx = BHPAD+ BHPPx

Ketera:mgan: '

BHPﬁx : Bagi Hasil Pajak Desa X

BI—IPP;;D : Bagi Hasil Alokasi Dasar Pajak setiap Desa

BI—IPP;’x : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa X.
Perhitun;gan alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Sebagaimana
d.imakSu}d dalam pasal 3adalah:

a. asas dziisar adalah besar bagian Retribusi yang dibagi secara merata

b.

untuk s[,etiap Desa;

asas aciil adalah besar Retribusi Pajak Daerah yang dibagi secara
proporsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing
masiné Desa dengan rumus dan bobot;

Alokasi§ merata per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

BHRA]B =BHM kab

| Zdesa-sekab
Keterahgan:

BHRAD : Bagi Hasil Alokasi Dasar Retribusi setiap Desa.
BHM | : Bagi Hasil Merata Kabupaten

Zdesa-gsekab : Jumlah Desa Sekabupaten,

d. alokasij proporsional per Desa dihitung dengan rumus sebagai

berikutt:

BHRP:% = BPRDx x AF

BHRP::: : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa X.
BPRD}T; : Bobot Potensi Retribusi Daerah Desa X.

AF: Mdkasi Formula.
|



BPRDX? = RPDx : ZPRD
RRDx ' Realisasi Retribusi Daerah Desa X
ZPRD t Total Potensi Retribusi Desa.
e. alokasi i)er Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
BI—IRD}1;<= BHRAD+ BHRPx
Keteraljlgan :
BHRDx : Bagi Hasil Retribusi Desa X
BHRAIi) : Bagi Hasil Alokasi Dasar Retribusi setiap Desa.
| BHRPx :Bagi Hasil Retribusi Propbrsional Desa X.

; Pasal 6

(1) Per_letapanf rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah uni:uk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang meruiaakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan,
maka peny%xluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retriibusi Daerah  untuk setiap Desa dilakukan berdasarkan
perubahaI; alokasi.

(3) Perubahalgl alokasi berdasarkan  Prognosa Realisasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PEMLURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN

| BAGIHASILRETRIBUSI DAERAH

. Pasal 7
Penyaluran dajna Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke
rekening kas ufmum Desa.

: Pasal 8
Penyaluran Bé}gi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat
dilakukan setélah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang
APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan
APB Desa. |
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BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

(1) Dana bag1 hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah
dlpergunakan untuk pemblayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa,
pembangupan Desa dan pembinaan kelembagaan Desa.

(2) Belanja benyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud% pada ayat (1), dlgunakan untuk peningkatan kualitas
pelayanan, bagi masyarakat Desa, belanja aparatur dan belanja
operasione%l Pemerintah Desa.

(3) Belanja i)embangunan Desa digunakan untuk mendukung
ketersediaiam sarana dan prasarana sosial dasar.

(4) Belanja épembinaan kelembagaan Desa digunakan untuk
menjngkatzkan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan
Desa. |

(5) Pelaksana%m belanja penyelenggaraan, pembangunan Desa dan
pembinaaxEl kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

|
berdasarkr%m Peraturan Perundang-undangan.

| Pasal 10
(1) Kepala Desém bertanggungjawab atas penggunaan dana Bagi Hasil
Pajak Daeratlh dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
(2) Pemerintalfl Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan
dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB YV
PELAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH

|
| Pasal 11

(1) Kepala Dé%sa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana Bagi
Hasil Pajék Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah mempedomani
Peraturali'l Bupati tentang persyaratan dan mekanisme

pelaksan?aan dan pertangungiawaban transfer ke Desa.
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(2) Penatau;sahaan penerimaan dan pengeluaran dana Bagi
Hasil Pajék Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
dllaksanlakan menurut ketentuan yang mengatur tentang

Pedomaltl Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB. VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

: , Pasal 12

(1) Pemeﬁnt?h Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Desa. '

(2) Pemeﬁntéh Daerah dan Camat membina dan mengawasi
pelaksaniaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa.

(3) Untuk m:elaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolém dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah sébagajmana dimaksud pada ayat(2), dibentuk Tim
Pembinaéim dan Pengawasan dana Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (3) meliputi:

a.

memberikafn pedoman teknis pengelolaan dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;

. memberi bimbingan dan pelatthan dan penyelenggaraan

keuangan idana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil
Retribusi I:)aerah kepada Desa; dan

. membina }dan mengawasi pengelolaan dana Bagi Hasil pajak

dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

a.

memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dafn Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;
memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa;
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c. memfasﬂita;si pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa; dan

d. memfasi]itafsi penyelenggaraan Pertanggungjawaban dan laporan
keuangan d;ana Hasil Pajak Déerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
kepada Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan B?pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bu%pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bo‘:mbana.

Ditetapkan di Rumbia
NASI pada tanggal 3 Hwe;efe/ 2023
PARAF| KOORDINAS . ,,
NO [UNIT/SATUAN KERJA[ PARAF Pj. BUPATI BOMBANA,
3
2 [AsSW W :
3 [\a.BU| 7
4 [Kaonq Hukum | %~
5

Kird Qogha. | 4 / RHANUDDIN

inundangkan di Riumbia
r
pada tanggal Y Novembeg 2023
»EKRETARIS DAE:RAH KABUPATEN BOMBANA

3ERITA DAERAH KABUPAT EN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR .2 b
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:‘ LAMPIRAN
| PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 3¢
TAHUN 2023
TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DA’
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

FORMAT RZINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL:
:RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No. NamaiDesa Pajak Daerah Retribusi Daerah Total |
N ®p) ®p.) ®p.)
| Pj. BUPATI BOMBANA,
PARAF KOORDINASI 4

-

NO |UNJT/SATUAN KERJA

ARAF
1 Kttt i
2 [ASRTEU W
'3 [l . BUb V

14 | Kabao Hurum -

L&
5 [&dod ?&*aﬂ;ﬁ o ,‘{, /BURHANUDDIN




